PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Supriyadi No.5 Nganjuk 64412, Kode Pos 64412

Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 22¢1/K/411.405/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik kabupaten Nganjuk disusun untuk memberikan
kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
Nganjuk;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 142 Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1
(satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Nganjuk Tahun
2022.

Mengingat x L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor &
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2019 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN
2023

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
merupakn landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan
acuan dalam evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan




